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MATRIKS PERBANDINGAN 
 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PURWOREJO NOMOR 133 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH 

DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

PURWOREJO NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH 
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026 

 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 
2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-
2026 

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 
2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-
2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PURWOREJO, BUPATI PURWOREJO, 

Menimbang: 
a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 
Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten 
Pwworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha 
Kecil Mennegah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 
2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Pwworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang Rencana 
Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Mennegah dan 
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan 
peraturan perundang-undangan, khususnya dengan 
ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Menimbang: 
a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten 
Rrnrorejo dalam merencanakan pembangunan I(abupaten 
hrrworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usatra 
Kecil Menengatr dan Perdagangan I(abupaten hrrworejo Tahun 
2O2l sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Perahrran 
Bupati Rrnnrorejo Nomor 133 Tahun 2O2l tentang Rencana 
Strategis Dinas Koperasi Usatra Kecil Mennegah dan 
Perdagangan Kabupaten Rrrworejo Tahun 2O2l -2026; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan 
peraturan pemndang-undangan, khususnya dengan 
ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-
5889 Tahun 2O2L tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
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Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat 
daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo 
Nomor 133 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas 
Koperasi Usaha kecil dan Perdagangan Kabupaten Purworejo 
Tahun 2021-2026; 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam hun-f a sudah 
tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarlran ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan 
Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis 
perangkat daerah dengan peraturan kepala daerah; 

d. bahwa pertimbangan dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf 
c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 202l tentang 
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil dan Ferdagangan 
Kabupaten Punnorejo Tahun 2021-2026; 

Mengingat: 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

Mengingat: 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten 
tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

Nomor 104, Tambahan Irrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Fembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20l9 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 20l2 
tentang Sistem Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 



  

Matriks Perbandingan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 4 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2021 - 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2021 Nomor 11); 

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 63); 

Purworejo Tahun 2O2l - 2026. (Iembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2021 Nomor 11); 

10. Peraturan Bupati Punnorejo Nomor 133 Tahun 2O21 tentang 
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 63); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PURWOREJO NOMOR 133 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS 
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH 
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN 
PURWOREJO TAHUN 2021-2026. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
PURWOREJO NOMOR 133 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS 
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN 
PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2021-2026. 

Pasal I 
Ketentuan angka 1.1. Bab I dan tabel 6.1 Bab VI dalam Lampiran 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ( Berita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 133 Seri E 
Nomor 63) di ubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal I 
Ketentuan angka 1.1. Bab I dan T.C-27 Bab VI dalam Lampiran 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2022 tentang 
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 37 Seri E Nomor 
63) diubah, sehingga merrjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II Pasal II 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 Juni 2022  
BUPATI PURWOREJO,  

ttd  
AGUS BASTIAN 

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Mei 2023  
BUPATI PURWOREJO,  

ttd  
AGUS BASTIAN 

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 24 Juni 2022 

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Mei 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO, 

ttd 
said romadhon  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO, 

ttd 
SAID ROMADHON 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 
2022 NOMOR 37 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023 
NOMOR 22 

 
 
 


